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Dasco Persiiakan Masyarakat Ajukan Gugatan Ke MK Soal KUHP

Dasco: Kita Nggak Bisa

.. DARTHALAMAN 1

yang kemudian disebarkan melalui me-
dia sosial tentang KUHAP terscbut"
{andas Ketua Harian Partai Gerindra it

Sebehurnnya, Menter! Hukum Suprat-
man Andi Agtas menegaskan, KUHP
an KUHAP yang sudah berlaku sejak
2 Januari 2026 membertkan kebebasan
bagi masyarakat menyampaikan keitk.
Yang dilarang, kata dia, melakukan
penistaan dan fimah terhadap Presiden
(lan Wakil Presiden, lembaga legislatil
(MPR. DPR, dan DPD), serta lembaga
yudikatil (Mahkamah Agung dan Mah-
kamah Konstitusi).

Objek hukum dalam asus ini juga
berupa delik aduan. Artinya, proses
pidana bisa dilakukan jika ada aduzn
yang dilaporkan oleh pinmpinan lembaga
TIRgAra.

Supratman menegaskan, penyusunan
KUHP dan KUHAP telah melibatkan
partisipast bermakna dari masyarakat, la
menckankan, partsipasi publik erschut
{elah sesuat dengan Putusan MK Nomor
9UPUL-XVII2020 yang menjamin hak

miasyarakat untuk teribal dalam pem-

bentukan undang-undang,

Supratmarn menjelaskan, pembahasan
dilakukan secara intensil antara peme-
rinfah, DPR, akademisi, dan masyarakat
sipil sebagai bentuk meaningful parti-
cipation.

“Hampir seluruh fakultas hukum se-
Juruh Indonesta tu kita libatkan, kita
dengar masukannya. Demikian pula de-
nganmasyarakat sipil,” kata Supratrian
dalam konferensi pers, Senin (5/112026).

KUHP & KUHAP
Diggat Ke MK
Meskipun baru dibeclakukan, UU
KUHP dan KUHAP sudah digugat ke
Mahkamah Konstitusi. Dalam website
resini MK, sudah ada 8 gugatan, Salah
Satunya, permnohorian ufi materd digjukan
Lina dan Sardra Paramita dan cregistrasi
dengan nomer 2/PUL-XXIV/2026.
Pemohon menguji Pasal 16, Pasal 19
ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23
ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2025 ten-
tang KUHAP, dengan permintaan agar
penyelidik diwaiban melakukan lari
fikasa terhadap terfapor sebelum perkira
naik ke tahap penyidikan
Menanggapi gugatan tersebut, Ketua
Komisi [ DPR Habiburokfman menlai

para penggugat behum memahami KU-
HP baru secara utuh,

“Kami melihat schagian penggugat
(idak memahami KUHP baru secara
ufuh, hanya membaca pasal-pasal terten-
(u saja, " kafa Habiburokhman, Selasa
(6/112026).

Terkait pasal perzingan, Habiburokh-
min menegaskan kelentuannya tidak
berbeda dengan aturan sebelumnya dan
tetap merupakan delik acuan, Sementara
untuk pasal penghinaan presiden, ia
menyebul Pasal 218 KUHP baru lebih
baik Karena Kini menjaci delik aduan.
“Ancaman hukumannya pun menurun
dlari 6 tahun menjadi 3 ahun," ujamnya.

Meski masihmenuai polemik, Komist
Pemberantasan Korupsi (KPK) me-
miastikan siap menjalankan UU Nomor
1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU
Nomor 20 Tahun 2023 tentang KUHAP.

“Di dalam pasti sudah ada kajian
dari biro hukum, nah penyesuaian-pe-
nyesuaian nanti sambil berproses gity
ya masalah KUHAP dan KUHE" kata
Ketua KPK Setyo Budiyanto, Selasa
(6/1/2026).

Kejaksaan Agung (Kejagung) juga
memastikan kesiapan menerapkan
KUHPdan KUHAPbaru. Jajaran Korps

Adhyaksa telah mendapatkan penga-
rahan strategis dari Jampicum Asep N.
Mulyana. Menurutnya, Jaksa saat ini
merupakan navigator utana transformasi
huokuum yang harus memastikan scluroh
proses peradilan.

“Mula dari pra-penuntutan hingga
ehsekusi, berjalan tertib dengan tetzp
menjarin hiak-hak tersangk, terdakwa,
terpidana, maupun korban,” Kata Asep
secara virtual, Selasa (61/2026).

Sernentara ifw, Guru Besar Universilas
Jember Prof. Aricl Ammullah menilai
penerapan KUHP dan KUHAP baru
sebagat upaya mewujudkan kedaulatan
hukum Indonesia. [a menyebut terjadi
perubiahan lundamental dart paradigma
pembalasan menuju pemidanaan dengan
pendekatan keadilan korekdl, restoratf,
(lan reabilitatil:

Menurutnya, pembaruan hukum pi-
dana nasional mengandung misi deko-
lonialisasi, demokratisasi, konsolidasi,
serta harmonisasi dan moderisasi

“Tentu dengan memperhatikan ke-
seimbangan antara kepentingan nasional,
kepentingan masyarakat, dan kepentingan
individhn dalam NKRI yang berlandaskan
pada Pancasila dan UUD 1945, " ujamya,

sermalam. mByU
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